
Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan 
terintegrasi

IK: Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)

Terlaksananya Relasi Media
IK: Jumlah aktivitas relasi media kepada media 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. 
terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di 
Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan 

relasi media

Terkelolanya informasi dan komunikasi publik 
pemerintah daerah

IK: Persentase informasi dan komunikasi publik  
yang dikelola

Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
IK: 1. Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan 

kualitas informasi publik Pemerintah daerah (survei)
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Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub 
Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
IK: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 

Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa

Terkelolanya Nama Domain pemerintah pusat dan sub 
domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

IK: Persentase nama domain dan Sub domain yang
dikelola

Terkelolanya  E-government di Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota

IK: Persentase E-government yang dikelola

Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah 
Daerah Kab/Kota

Ik: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang 
terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah 
yang terintegrasi

IK: Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal 
pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal 

Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau 
Portal Data Nasional

Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi 
Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE 
pemerintah daerah, serta  pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Ik: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau 
dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang 

standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan 
aplikasi SPBE

Terlaksananya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika
IK: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
IK: Nilai Indeks transformasi digital pilar pemerintah
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Terlaksananya Kemitraan Komunikasi dengan 
Komunitas Informasi Masyarakat

Jumlah Komunitas informasi yang aktif 

Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi 
Publik

IK: Jumlah strategi komunikasi publik yang 
disusun

Terlaksananya diseminasi informasi
IK: Persentase Khalayak yang terpapar informasi 

publik 

Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia Komunikasi Publik

IK: Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang 
difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan

Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
Ik: Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan 

arsitektur SPBE pemerintah daerah
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Terlaksananya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan
Ik: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem 

Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE 
dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Ik: Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi 
Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Terlaksananya Penyediaan Akses Internet
Ik: Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang 

memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas

Terlaksananya Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola 
SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta 

penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Ik: Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi 

arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan 
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Ik: Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

Tersedianya Pelayanan Informasi Publik
IK: Jumlah permohonan Informasi Publik yang 
diselesaikan sesuai peraturan perundangan

Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, 
Opini, dan Aspirasi Publik

IKJumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu 
publik yang berkembang dan usulan agenda 

komunikasi prioritas Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi 
Publik

IK: Jumlah media komunikasi publik milik 
pemerintah daerah yang dikelola maupun 

pemanfaatan media berbayar sesuai 
kriteria/juknis

Terlaksananya Penyusunan Konten
IK: Jumlah Konten Informasi Publik
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Komunitas Informasi Masyarakat
IK: Jumlah Komunitas informasi yang aktif 

mendiseminasikan informasi dan terdaftar di 
dinas kominfo
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Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data 
Nasional

Ik: Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah 
ditempatkan di pusat data nasional
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Crosscutting
Seluruh OPD



Tersusunnya perencanaan, penganggaran, 
dan evaluasi kinerja perangkat daerah

IK: Persentase Pelaporan Kinerja 

Perencanaan dan Evaluasi yang 
Disampaikan Tepat Waktu

2
Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan 

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPDI

IK : Jumlah Laporan Capain Kinarja dan 

Iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi penyusunan laporan capain 

kinerja dan iktisar dan realisasi kinerja SKPD

1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

IK : Jumlah Dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah

Terpenuhinya layanan  Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah
IK: Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan 

dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat 
Waktu
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Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan 
laporan keuangan akhir tahun SKPD 

IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 

SKPD

Terlaksananya  Penyusunan pelaporan dan analisis 
prognosis realisasi anggaran
Dokumen Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN
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Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan 
keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran/ SKPD

: Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan semesteran SKPD 

dan laporan koordinasi penyusunan 

laporan keuangan bulanan 

/triwulanan/semesteran SKPD

government di Lingkup Pemerintah 

government yang dikelola

Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah 

Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang 
terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah 

Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal 
pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal 

Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau 

Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi 
Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE 
pemerintah daerah, serta  pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau 
dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang 

standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan 

Terlaksananya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat 
diandalkan 

IK: Indek Pembangunan Statistik (IPS)

Terlaksanannya Pengelolaan Kegiatan Statistik 
Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional

IK: Persentase kegiatan statistik sektoral yang 
sudah mendapatkan rekomendasi dari 

pembina data statistik
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Terlaksananya Peningkatan Kualitas Statistik 
Sektoral

IK: Persentase kegiatan statistik sektoral yang 
hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Statistik Sektoral

IK: Jumlah pegawai yang mendapatkan 
pelatihan di bidang statistik

Terlaksananya Pelaksanaan Proses Bisnis 

Tersedianya Rekap data statistik sektoral yang  
disediakan berdsarkan daftar data pemerintah 

daerah
IK: Persentase statistik sektoral di lingkup 

daerah Kabupaten/Kota yang diselengarakan

Tercapaianya kolaborasi , integrasi, dan standarisasi dalam 
penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

IK: Indek Pembangunan Statistik (IPS)

Meningkatnya keamanan informasi 
IK: Indek SPBE (Terkait keamanan)

Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi 
Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non 

Elektronik
IK: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan 

Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis 
Elektronik dan Non Elektronik
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Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan 
Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

IK: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah 
Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan 

Persandian

Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola 
Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah 

Daerah
IK: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan 

Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang 
Ditetapkan  baik berupa Peraturan Gubernur, 

Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, 

Terlaksananya penyelenggaraan 
persandian untuk pengamanan informasi 

Pemerintah daerah Kabupaten Kota

IK: Persentase Persandian untuk 
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota yang diselenggarakan

Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah 
daerah

IK: Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah

Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan 

arsitektur SPBE pemerintah daerah

Terlaksananya Operasionalisasi Layanan 
Keamanan Informasi dan Persandian 

Pemerintah Daerah
IK: Jumlah Operasionalisasi Layanan 

Keamanan Informasi dan Persandian 
Pemerintah Daerah berdasarkan 

pemetaan pola hubungan komunikasi 
sandi pemerintah Daerah.

terlaksnan penetapan pola hubungan 
komunikasi sandi antar perangkat daerah

IK: Persentase Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi Antar Perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan

Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral Daerah

IK : jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 
walidata pendukung statistik sektoral daerah 

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik 
Sektoral Daerah

IK : jumlah data statistik sektoral daerah yang 
telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup 

perangkat daerah
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Terlaksananya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 
Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan

Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem 
Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE 
dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi 
Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Terlaksananya Penyediaan Akses Internet
Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang 

memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas

Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola 
SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta 

penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi 

arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan 
rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi 
Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas
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Terlaksananya Pelaksanaan Proses Bisnis 
Statistik Sektoral Sesuai Standar

IK: Persentase kegiatan statistik  yang dilengkapi 
dokumen perencanaan kegiatan statistik 

sektoral

Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi 
Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

IK: Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu 
data daerah

Ditetapkan  baik berupa Peraturan Gubernur, 
Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai 

panduan dalam menjalankan penyelenggaraan 
persandian

Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data 

Jumlah Aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah 
ditempatkan di pusat data nasional

Crosscutting : 
Seluruh OPD



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas 
Komunikasi dan Informatika

IK: 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan
IK: Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

Terpenuhinya layanan  Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah
IK: Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan 

dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat 
Waktu

Koordinasi dan penyusunan 
laporan keuangan akhir tahun SKPD 
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun 

SKPD

Terlaksananya  Penyusunan pelaporan dan analisis 
prognosis realisasi anggaranIK : Jumlah 

Dokumen Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan ASN

Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan 
keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran/ SKPDIK 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan semesteran SKPD 

dan laporan koordinasi penyusunan 

laporan keuangan bulanan 

/triwulanan/semesteran SKPD

Terpenuhinya layanan administrasi umum
perangkat daerah

IK: Persentase pemenuhan layanan 
administrasi perkantoran sarana dan 

prasarana
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Tersedianya Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunanan Kantor yang 
di sediakan

terlaksananya penyediaan jasa penunjang 
urusan pemerintahan daerah

IK: Persentase pemenuhan layanan 
penunjang urusan pemerintah daerah
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Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi,sumber daya air dan listrik yang di 

sediakan

1
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
IK : Jumlah Laporan Jasa Surat- Manyurat

Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah
IK: Persentase capaian pemeliharaan Barang 

Milik Daerah yang tersedia dan dapat 
digunakan

Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas JabatanIK : Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

1

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan
IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 

lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan 
perizinan
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Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor

IK : Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang di sediakan

Tersedianya Bahan Logistik Kantor
IK : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang di sediakan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

IK : Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Pengadaan yang di sediakan

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
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Terpenuhinya layanan administrasi barang milik 
daerah pada perangkat daerah

IK: Persentase capaian Administrasi Barang 
Milik Daerah pada Perangkat daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi dan penyusunan 
laporan barang milik daerah pada SKPD

IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunanan Kantor 

yang di sediakan

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya 
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